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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan Pengadilan Adat di Kabupaten Fakfak dari perspektif Hukum Nasional dan menganalisis peran lembaga hukum adat dalam menyelesaikan sengketa adat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Meskipun Pengadilan Adat telah lama ada dan berkembang di dalam masyarakat adat, keberadaannya belum didukung oleh kerangka kebijakan yang kuat, baik di tingkat nasional maupun regional. Tidak adanya Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Barat yang secara eksplisit mengatur Pengadilan Adat telah mengakibatkan lemahnya kepastian hukum dan tidak efektifnya implementasi kebijakan hukum adat, meskipun praktik penyelesaian sengketa adat terus terjadi di Kabupaten Fakfak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, melalui tinjauan norma hukum positif yang mengatur Pengadilan Adat, khususnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Adat secara normatif telah diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat adat, namun kedudukannya belum terintegrasi secara kuat dalam sistem peradilan negara dan masih bersifat parsial. Dalam kerangka Otonomi Khusus Papua, kebijakan eksistensi Peradilan Adat mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum dan peran penting hukum adat, tetapi masih memerlukan penguatan regulasi dan integrasi kelembagaan agar lebih efektif serta mampu memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: Pengadilan Adat; Hukum Adat; Otonomi Khusus Papua; Kepastian Hukum; Kabupaten Fakfak; Penelitian Hukum Normatif.

Abstract

This research aims to examine the existence of Customary Courts in Fakfak Regency from a National Law perspective and to analyze the role of customary law institutions in resolving customary disputes following the enactment of Law Number 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province. Although Customary Courts have long existed and developed within indigenous communities, their existence has not been supported by a strong policy framework, either at the national or regional levels. The absence of a Special Regional Regulation in West Papua Province that explicitly regulates Customary Courts has resulted in weak legal certainty and the ineffectiveness of customary law policy implementation, even though customary dispute resolution practices continue to occur in Fakfak Regency. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, through a review of positive legal norms governing Customary Courts, specifically the Papuan Special Autonomy Law and other related regulations. The results indicate that Customary justice has been normatively recognized in the Indonesian legal system as a dispute resolution mechanism for indigenous communities. However, its status has not been firmly integrated into the state justice system and remains partial. Within the framework of Papua's Special Autonomy, the policy on the existence of customary justice reflects recognition of legal pluralism and the important role of customary law, but it still requires regulatory strengthening and institutional integration to be more effective and able to provide legal certainty.
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1. [bookmark: _Toc108729160]Latar Belakang
Bagi orang Papua umumnya dan di Kabupaten Fakfak pada khususnya telah mengenal batasan-batasan wilayah mereka secara turun-temurun melalui kebiasaan bertutur cerita sejarah dan budaya sejak nenek moyang mereka hingga diera sekarang ini.  Pembagian Tanah Papua ke dalam 7 Wilayah Adat antara lain dilandasi oleh kesamaan dalam beberapa aspek yaitu; hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, geografis, dan lainnya. Adapun 7 wilayah adat/budaya di Tanah Papua terdiri dari :  Wilayah Adat Mamta (Mamberamo-Tami atau sekarang dikenal dengan wilayah Tabi), Wilayah Adat Saereri, Wilayah Adat Ha Anim, Wilayah Adat La Pago, Wilayah Adat Mee Pago (kelimanya di wilayah Papua) dan Wilayah Adat Domberai serta Wilayah Adat Bomberai di Papua Barat.
Kabupaten Fakfak sendiri secara administrasi Pemerintahan berada di Provinsi Papua Barat yang secara kewilayahan Adat masuk pada wilayah Adat Bomberai yang juga mengenal terdapat adanya Hukum Adat dan Masyarakat Hukum adat. Adapun sistem Kepemimpinan Adat di Fakfak yaitu sistem Kepemimpinan Raja, yang meliputi 7 (tujuh) wilayah Pemerintahan Raja yang lebih dikenal dengan sebutan Petuanan. 7 (tujuh) Petuanan Kepemimpinan Raja terdiri dari: 1. Petuanan Raja Rumbati, 2. Petuanan Raja Pikpik Sekar, 3. Petuanan Raja Wertuar, 4. Petuanan Raja Arguni, 5. Petuanan Raja Atiati, Petuanan Raja Patipi, dan 7. Petuanan Raja Fatagar. Pada Sistem Kepemimpinan Raja tersebut juga didalammnya ada terdapat 1 suku besar yaitu suku Mbaham Matta dan suku-suku lain serta terdapat Marga-marga berjumlah 143 yang di Pimpin atau dikepalai oleh Tua-Tua Marga yang dalam bahasa daerahnya Fakfak/Mbaham disebut “Wudur”.
Hukum adat dan peradilan adat di Tanah Papua pada Provinsi Papua dan Papua Barat yang secara khususnya di Daerah Fakfak yang dikenal sebagai Jazirah Onin atau Tanah Adat Mbaham Matta berada pada kewilayahan Adat Bomberai tersebut sudah sedari dulunya Hukum adat dan peradilan adat sudah ada jauh sebelumnya dan masih ada hingga saat ini. Hukum Adat terbentuk dalam proses yang panjang, yakni dari kebiasaaan yang terus menerus dan berulangkali ini manjadi tradisi, dan pada akhirnya tradisi tersebut dipercaya memiliki kekuatan religio magis sehingga mempunyai daya mengikat secara alami, pada saat itulah Hukum Adat menampakkan eksistensinya bagi komunitas Masyarakat Adat setempat. 
Peradilan Adat merupakan bagian dari penyangga Adat yang dipraktekkan secara turun–temurun sejak ada dan terbentukknya masyarakat Hukum Adat yang sesungguhnya secara empiris tidak begitu menghiraukan ada atau tidaknnya pengakuan (rekognisi) dari Negara, tetapi akan ada sepanjang masyarakat Hukum Adat masih butuh dan percaya, serta dipimpin oleh Pemuka Adat yang mumpuni (menguasai Hukum Adat dan Tegas dalam Menegakkan Hukum Adat) (Utama & Aristya, 2015). 
Kebijakan eksistensi Hukum adat dan Peradilan Adat yang diakui keberadaannya dengan adanya Pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan sepertihalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dikatakan bahwa “Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih  hidup dan sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” (Suhariyanto, 2018). Mengenai Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia sehubungan pelaksanaan atau penegakan hukumnya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha Negara” (Stella, 2023). Kebijakan Eksistensi Peradilan Adat telah Secara Khusus diakui dan berlaku selain dari keempat peradilan tersebut untuk di Tanah Papua pada Provinsi Papua dan Papua Barat.  Ketentuan lembaga peradilan adat di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
[bookmark: _Toc108729164]Kebijakan eksistensi Peradilan Adat merupakan bagian dari kekhususan Otonomi Khusus Papua yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan dua peran strategis, yaitu sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman melalui kelembagaan Peradilan Adat dan sebagai sarana peradilan perdamaian dalam masyarakat hukum adat yang berwenang memeriksa serta mengadili sengketa perdata dan perkara pidana adat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama terkait kepastian hukum kelembagaan, tata kelola administrasi dan tata acara persidangan, peningkatan kapasitas hakim adat, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan pembiayaan. Selain itu, kekuatan putusan Peradilan Adat juga belum optimal karena masih terbuka ruang keberatan bagi para pihak untuk mengajukan pemeriksaan ulang ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan guna menjamin efektivitas dan kepastian hukum Peradilan Adat di Kabupaten Fakfak. 
Seiring dengan perkembangan peradaban pasca reformasi 1998 dan diberlakukannya Otonomi Khusus Papua sejak tahun 2001, terjadi dinamika dan penyesuaian dalam kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk dalam kelembagaan adat di Kabupaten Fakfak. Selain keberadaan lembaga adat yang telah lama hidup, berkembang pula institusi seperti Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Adat Papua, yang di Fakfak dikenal sebagai Lembaga Masyarakat Adat Mbaham Matta, yang memiliki peran dalam penyelesaian sengketa perdata dan pidana adat di kalangan masyarakat hukum adat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kedudukan Peradilan Adat dalam sistem hukum nasional serta bagaimana kebijakan eksistensi Peradilan Adat di Kabupaten Fakfak dalam kerangka hukum positif Indonesia. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif posisi, legitimasi, dan pengaturan Peradilan Adat dalam sistem hukum nasional, sekaligus menganalisis kebijakan yang mengatur dan mempengaruhi keberlangsungan Peradilan Adat di Kabupaten Fakfak.
2. Metode 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur Peradilan Adat dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keberadaan dan kedudukan Peradilan Adat di Kabupaten Fakfak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis pengaturan Peradilan Adat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Peradilan Adat, hukum adat, dan pluralisme hukum dalam perspektif doktrin dan pandangan para ahli.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional
Sejak kemerdekaan tahun 1945, pengaturan peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia relatif terbatas, kecuali melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengakui keberlakuan hukum adat dalam bidang pidana beserta sanksinya (Rosy et al., 2021). Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang lahir dan berkembang dari masyarakat (bottom up), berfungsi sebagai pedoman perilaku serta mengandung sanksi bagi setiap pelanggaran norma adat. Dalam praktiknya, peradilan adat kerap berhadapan dengan sistem hukum formal yang didominasi oleh warisan hukum kolonial Eropa (Rasyid, 2017). Meskipun tidak sepenuhnya diakui secara formal, peradilan adat tetap hidup dan dipraktikkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, terutama di masyarakat yang masih berpegang pada nilai-nilai tradisional. Ketika rasa keadilan tidak terpenuhi melalui peradilan negara, peradilan adat sering menjadi pilihan karena lebih sesuai dengan nilai, norma, dan rasa keadilan masyarakat setempat (Pradhani, 2021). Hal ini menegaskan pandangan bahwa peradilan adat merupakan realitas sosial yang masih hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, meskipun berada dalam kerangka peradilan informal.
Namun realita tersebut tidak mendapat pengakuan yang semestinya dalam hukum negara, khususnya dalam undang-undang yang mengatur masalah peradilan. Kebutuhan akan mekanisme peradilan adat bukan hanya disebabkan bahwa untuk menjangkau sistem formal sebagaimana yang digariskan aturan perundang-undangan terdapat kendala geografis (misalnya bagi masyarakat pedalaman) akan tetapi juga alasan normatif mekanisme penyelesaian dan sanksi yang kadang tidak atau belum bisa dinyatakan berkeadilan, belum lagi panjangnya proses yang harus dilalui (Pradhani, 2020). 
Dalam perjalanan sejarah kemudian mengubah posisi lembaga adat dan peradilan adat melalui Perubahan kedua Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000 pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang pada intinya menyatakan: pertama, mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; kedua, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak azasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan dari negara, terutama pemerintah (Nalle, 2018). Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak–hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat. 
Akan tetapi hak konstitusional ini tidak serta merta ditindak lanjuti dengan aturan perundnag-undangan lainnya. Meskipun Di sisi lain Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewajiban kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Masril & Kosasih, 2019). Namun ketentuan ini tidak serta merta mengakui keberadaan lembaga Pengadilan adat. 
Dalam perkembangannya, upaya penguatan Peradilan Adat tercermin dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tahun 2013, yang memuat ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan Peradilan Adat. RUU tersebut menegaskan bahwa peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat yang berwenang mengadili seluruh perkara yang melibatkan anggota masyarakat adat dan terjadi di wilayah adatnya, dengan putusan yang bersifat mengikat dan final. Namun, apabila suatu perkara melibatkan pihak di luar masyarakat adat setempat, penyelesaiannya diserahkan kepada lembaga peradilan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk merevitalisasi Peradilan Adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, meskipun dalam kerangka hukum formal yang berlaku masih diperlukan pengaturan lebih lanjut agar keberadaannya dapat terintegrasi secara jelas dan memberikan kepastian hukum.
Keberadaan Peradilan Adat dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum adat berlandaskan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 memberikan ruang keberlakuan hukum adat, khususnya dalam bidang pidana dan sanksi adat (Makassar & Salim, 2016).   Pengaturan yang lebih spesifik mengenai hukum adat dan peradilan adat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mendefinisikan hukum adat sebagai norma tidak tertulis yang hidup dan mengikat masyarakat adat, serta mewajibkan pemerintah daerah untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan hak-hak masyarakat adat. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan Peradilan Adat sebagai peradilan perdamaian yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di lingkungan masyarakat hukum adat. Keseluruhan pengaturan ini menunjukkan bahwa secara normatif, Peradilan Adat telah memperoleh dasar hukum dalam sistem hukum nasional, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan lebih lanjut (Kurdi & Alamudi, 2022). 
Pengaturan yang lebih spesifik mengenai Peradilan Adat di Papua terdapat dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Peraturan ini mengatur secara komprehensif kedudukan, kewenangan, tata cara pemeriksaan perkara, hingga putusan Peradilan Adat. Pasal 4 menegaskan bahwa Peradilan Adat bukan merupakan bagian dari peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat adat Papua. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Adat untuk menerima dan menyelesaikan perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat adat di Papua. Ketentuan ini menegaskan pengakuan normatif terhadap Peradilan Adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis nilai dan norma adat.
[bookmark: _Toc108729169]Selain pengaturan normatif tersebut, eksistensi hukum adat juga diperkuat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya terkait penerapan sifat melawan hukum secara materiil. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 atas nama Machroes Effendi menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat kehilangan sifat melawan hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan tertulis, tetapi juga berdasarkan asas keadilan dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Jushendri, 2019). Putusan ini memperlihatkan pengakuan peradilan negara terhadap nilai-nilai hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat, sebagai dasar pertimbangan dalam penegakan hukum, sehingga semakin memperkuat legitimasi Peradilan Adat dalam sistem hukum Indonesia.
Sebagai akibat dari berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia, pengadilan adat diakui dalam sistem hukum Indonesia, yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah hukum umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat.: Pasal 18 B ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 

[bookmark: _Toc108729176]3.2 Analisis Kebijakan Eksistensi Peradilan Adat di Kabupaten Fakfak
Keberadaan peradilan adat di Indonesia berperan besar sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku masyarakat atau community justice system secara informal dan otonom dalam suatu wilayah adat, berdasarkan budaya setempat serta berfungsi sebagai penyelesai masalah dan pemulihan ketertiban masyarakat (Jayus, 2019). Upaya menggabungkan peradilan adat kedalam sistem peradilan negara dilakukan pemerintah sejak tahun 1951, namun sampai sekarang tidak berhasil karena hampir disemua wilayah, peradilan adat masih dipergunakan Masyarakat adat (Febriawanti & Mansur, 2020). Setelah reformasi pada tahun 1998 secara yuridis keberadaan peradilan adat dihidupkan kembali dan diatur dalam UUD RI 1945, pasal 18 A ayat 1, 18 B ayat 2 dan pasal 24 ayat 3; Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 103; Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh serta Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Negara kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati adanya satuan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisonalnya, beberapa provinsi yang bersifat khusus dan istimewa antara lain adalah provinsi aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta dan Papua. sedang eksistensi peradilan adat tersirat pada pasal 18 B ayat (2) dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang” (Ansori, 2018).  Pasal ini merupakan pengakuan negara terhadap adanya hak hak tradisional masyarakat hukum adat. menurut Ismi Chandra dalam Mohamad Yamin peradilan adat adalah salah satu hak Masyarakat hukum adat.
Beberapa contoh peradilan adat yang ada di Indonesia antara lain adalah peradilan adat di Aceh, Bali, dan Soe. Peradilan adat di Aceh pada dasarnya merupakan peradilan perdamaian; penyelesaian masalahnya tidak bertujuan mencari pihak mana yang salah atau benar, melainkan mengusahakan agar pihak yang bermasalah dapat berdamai dan rukun kembali. Pendekatan ini menjamin keseimbangan serta kedamaian masyarakat karena tidak ada yang merasa menang atau kalah, meskipun sanksi adat tetap diberikan. Dalam proses pelaksanaannya, tidak terdapat perangkat maupun hakim peradilan yang pasti karena proses peradilan ini memang tidak memiliki aturan yang baku.
Secara struktural, peradilan adat di Aceh dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkat desa (gampong) dan tingkat kecamatan (mukim). Peradilan gampong menyelesaikan sengketa di tingkat desa dengan susunan perangkat: keuchik (kepala desa) sebagai ketua, sekretaris gampong sebagai panitera, serta imum meunasah, tuha peut, ulama, dan tokoh adat setempat sebagai anggota. Sementara itu, peradilan tingkat mukim berfungsi sebagai peradilan banding dari tingkat gampong. Perangkat peradilan mukim diketuai oleh imum mukim, dibantu oleh sekretaris mukim sebagai panitera, serta anggota yang terdiri dari tuha peut mukim, ulama, dan tokoh adat sesuai dengan kebutuhan.
Contoh selanjutnya adalah peradilan adat Bali di desa pakraman yang juga mengedepankan pendekatan perdamaian melalui perundingan atau mediasi guna mempertahankan harmoni sosial. Secara normatif, peradilan ini dipimpin oleh prajuru dan dibantu oleh pemuka adat serta unsur pemerintah desa dinas, di mana penyelesaian perkaranya dimulai dari tingkat banjar bersama kepala dusun. Dalam melaksanakan tugasnya, prajuru selalu berpedoman pada awig-awig (aturan hukum adat), pararem, atau adat kebiasaan masyarakat setempat (sima-dresta). Perkara yang ditangani sangat beragam, meliputi perkara adat murni, perkara campuran (sengketa adat sekaligus keperdataan/pelanggaran hukum negara), hingga perkara non-adat yang tidak memiliki kaitan dengan masalah adat.
Kekhususan bagi provinsi papua diperkuat dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang merupakan suatu kebijakan strategis dalam peningkatan Upaya pembangunan dan pemberdayaan seluruh masyarakat yang hidup di provinsi papua, terutama bagi orang asli papua. Dengan kebijakan tersebut pemerintah berharap bisa mengurangi kesenjangan antara provinsi- provinsi di Tanah Papua, dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan memberikan peluang besar bagi putra Daerah Papua untuk berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan di tanah Papua. 
Dengan otonomi khusus pemerintah daerah Provinsi Papua mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, kewenangan tersebut meliputi seluruh bidang pemerintahan (kecuali politik luar negeri, keamanan, moneter dan fiskal, agama, keuangan, perekonomian, Hak asasi manusia, kepolisian, peradilan). perlindungan masyarakat hukum adat, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kerja sama dan penyelesaian perselisihan. Satu hal baru dan istimewa dalam undang-undang Otsus adalah adanya pengakuan terhadap Peradilan Adat bagi masyarakat hukum adat di Provinsi Papua. Pengakuan tersebut diatur pada Pasal 50 dan 51 Undang - undang Nomor. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan:
(1) 	Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu.
Pengakuan hak-hak masyarakat dan hukum adat tersebut terdapat pada Pasal 43 ayat 1 sampai 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, antara lain adalah pemerintah provinsi papua wajib mengakui, melindungi, dan mengembangkan hak masyarakat adat dan hukum adat. kemudian dalam penjelasan ayat (5) dinyatakan bahwa Penyelesaian sengketa antara para warga masyarakat adat diselesaikan melalui mediasi atau peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang otsus. Pasal tersebut sekaligus menunjukkan tugas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mendukung penguatan peradilan adat di wilayahnya.
Adapun Penanganan Perkara Pada Peradilan Adat selama ini cukup banyak terkait perkara perdata dan pidana yang secara eksplisit diputus atau diselesaikan oleh Peradilan Adat Dewan Adat Mbaham Matta, Petuanan dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sepanjang tahun 2024. Namun belum terdokumentasi atau teradministrasi secara baik. Tidak ada pemberitaan resmi yang memuat nama kasus, uraian fakta sengketa, atau hasil putusan adat yang dipublikasikan secara luas di media daring sampai saat ini.
Hal ini bukan berarti Peradilan Adat tidak berjalan sama sekali pada lingkup struktur Lembaga Adat yang ada yakni Dewan Adat Mbaham Matta, Petuanan dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), justru di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta, fungsi penyelesaian sengketa termasuk mediasi perdata maupun perkara adat secara tradisional diakui dan didorong. Perda tersebut secara tegas menyebutkan bahwa forum musyawarah adat (yang melibatkan Dewan Adat, lembaga adat, dan petuanan) berwenang memfasilitasi penyelesaian konflik antar warga adat maupun antara warga adat dengan pihak luar apabila tidak dapat ditangani secara internal. Forum ini menjadi mekanisme mediasi dan musyawarah adat untuk menyelesaikan sengketa tanpa masuk ke ranah peradilan negara formal.
Adapun secara umum perkara yang ditangani oleh Peradilan Adat antara lain menyakut: Konflik Hak atas Tanah Ulayat maupun Perorangan, Perkelahian, Miras, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pencabulan, Persetubuhan, Penetapan Marga, Pengangkatan dan Pengakuan Anak, Penetapan ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan.


3.3 Analisis Pengaruh Keberlangsungan Peradilan Adat Di Kabupaten Fakfak.
Setelah era reformasi tahun 1998, oleh pemerintah melalui kebijakan desentralisasi dengan pemberian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua 2001), diharapkan menjadi jalan tengah dan dapat berperan sebagai suatu kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua yang strategis afirmasi dalam rangka pelayanan publik yang memadai, meningkatkan pembagunan di segala bidang, serta pemberdayaan bagi seluruh masyarakat, masyarakat hukum adat dan aparatur pemerintah terintegrasi dalam pembagunan daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung di Provinsi Papua, sebagaimana perjalan pertama Otsus Papua selama 25 tahun 2001 sampai dengan akhir tahun 2021. Setelah perubahan adanya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Proviinsi Papua (Otsus Papua 2021).
Melalui kebijakan perubahan kedua UU Otsus Papua 2021 dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi-provinsi di Tanah Papua dengan daerah Provinsi lain di Indonesia dalam hal penataan kelembagaan adat sebagai lembaga peradilan adat yang hidup didalamnya tujuh wiilayah adat yaitu: La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Tabi/Mamta dan Saireri, Provinsi Papua, Domberai dan Bomberai Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran. Dari tujuh wilayah adat hidupnya Masyarakat Hukum Adat dengan lembaga-lembaga adat sebagai lembaga peradilan dengan sistem kepemimpinan adat dengan menjalankan teori trias politika adat (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) oleh seorang pimpinan adat sesuai sistem kepemimpinan adat yang dianut.
Menurut J.R. Mamsoben Masyarakat Hukum Adat Papua mengenal sistem kepemimpinan tradisional yang masih eksis di tujuh wilayah tersebut di atas, disebut:
1) Sistem Kepemimpinan Big Man (Pria Berwibawa),
2) Sistem Kepemimpinan Klen/Suku (Keondoafian),
3) System Kepemimpinan Raja (Fun/Bobot), Dan
4) Sistem Kepemimpinan Campuran (Mananwir/Sera).
Empat tipe kepemimpinan tradisional, didalamnya berlaku Lembaga adat sebagai lembaga peradilan adat atau dengan penyebutan nama lain. Dalam menjalan fungsi kehakiman menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran adat dan sengketa adat diluar peradilan negara.
Hakikat pelaksanaan peradilan adat dalam masyarakat hukum adat di Papua merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Adat yang disebut dengan empat tipe atau tipologi kepemimpinan tradisional (Big Man, Ondoafi, Raja, dan Campuran). Keberadaan peradilan adat dapat menjadi sebuah jalan untuk mewujudkan otonomi masyarakat hukum adat, setidaknya secara internal peradilan adat akan memperkuat otonomi pemerintahan Masyarakat hukum adat setempat melalui otoritasnya untuk menjaga dan menegakkan hukum adat. Perkembangan keberadaan peradilan adat idealnya dapat menjadi bentuk penyelesaian pelanggaraan adat dan atau sengketa adat dilingkungan Masyarakat Hukum Adat yang bebas intervensi sistem hukum dan peradilan negara.
Campur tangan negara boleh saja terjadi, sejauh ada permintaan dari pihak Masyarakat Hukum Adat melalui sistem kelembagaannya yang representatif. Peradilan adat sebagai kelembagaan dalam kesatuan masyarakat hukum adat dan community justice sistem yang bersifat informal dan otonom yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara berupa sengketa adat dan atau pelanggaran adat dalam hukum adat yang dijalankan oleh kepala suku, klen dan atau tokoh-tokoh adat dan agama tertentu. Oleh karena itu, hubunngan pengakuan hukum peradilan adat dalam UU Otsus Papua 2021 secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui perubahan kedua UUD NRI 1945.
Keberadaan UU Otsus Papua 2021 merupakan salah satu bagian dari pembalikan sejarah politik hukum penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan, perlindungan dan pengaturan dari negara pada hakikatnya Adalah pedang dengan dua sisi yang sangat tajam. Pengakuan terhadap hukum adat dan peradilan adat oleh kekuasaan resmi negara selalu terjadi dengan harga mahal, yaitu permintaan untuk tunduk secara menyeluruh pada otoritas negara. Penerimaan otoritas ini pasti akan menyebabkan gangguan lebih besar bagi urusan Masyarakat Hukum Adat dibandingkan dengan janji yang ditawarkan oleh konsep “kedaulatan yang bergantung” (nested sovereignty). Pengakuan, perlindungan dan pengaturan peradilan adat Papua sebagaimana uraian di atas secara konstitusional dari aspek de fakto dan de jure merupakan hak kekhususan dalam kerangka implementasi UU Otsus Papua 2001 dan perubahan kedua UU Otsus Papua 2021 tidak merubah atau menggantikan Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.
Sehingga sekaligus mengembalikan rasa kepercayaan Masyarakat Hukum Adat terhadap pemerintah dan negara, serta menumbuhkan rasa semangat nasionalisme sesama anak bangsa Indonesia dalam membangun daerah khusus di wilayah Provinsi Papua, termasuk kelembagaan adat dibidang peradilan adat (yudikatif adat) sebagai salah satu komponen utama karakteristik masyarakat hukum adat Papua menjadi hak kekhususan (hak harga diri) dalam UU Otsus 2021 di bidang peradilan adat yang masih eksis dalam menjalankan fungsi kehakiman menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran adat dan atau sengketa adat secara turun temurun masing-masing masyarakat hukum adat tertentu di Papua yang multikultural. Jadi, issu hukumnya adalah apa yang menjadi prinsip hukum landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap pengakuan, perlindungan dan pengaturan peradilan adat sebagai hak kekhususan Masyarakat Hukum Adat dalam kerangka UU Otonomi Khusus Papua.
Kajian objektif hukum menunjukkan bahwa peradilan adat tetap eksis di Papua, walaupun telah bersentuhan dengan dunia luar yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, budaya, politik dan hukum dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat Papua. Artinya peradilan adat berlaku sesuai empat struktur masyarakat adat di Papua yaitu masyarakat yang berstruktur keondoafian, kerajaan, masyarakat egalitarian dan mamsyarakat campuran. Peradilan adat yang cukup menonjol di Papua adalah peradilan masyarakat campuran yaitu Biak. Orang Biak tersebar di hampir semua Papua dan dalam kehidupannya tetap memperaktikkan peradilan adatnya, bahkan bekerjasama dengan pihak pemerintah seperti kepolisian; dan keputusan peradilan adat dipertimbangkan dalam pengadilan negara (peradilan negara).
Masyarakat Hukum Adat yang berstruktur keondoafian juga mempunyai peradilan adat yang selalu eksis dan mempunyai hubungan kerjasama dengan pemerintah dalam menyelesaiakan perkara-perkara besar seperti pembunuhan. Hampir semua warga Masyarakat Hukum Adat Nusantara dan Masyarakat Hukum Adat Papua yang ada di Indonesia dalam perantauan di berbagai daerah, termasuk Papua membentuk ikatan-ikatan keluarga (paguyuban-paguyuban) untuk tujuan-tujuan ekonomi dan ikatan emosional, tetapi juga sebagai wadah dalam penyelesaian masalah hukum antara Masyarakat Hukum Adat. Beberapa masalah dasar sebagaimana diuraikan di atas telah dijadikan acuan untuk menyusun Perdasus Peradilan Adat Papua. Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 ini mengatur tentang: asas dan tujuan; kedudukan dan tempat kedudukan; tugas, fungsi, dan kewenangan pengadilan; susunan, mekanisme, dan putusan peradilan; hubungan pengadilan adat dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum; serta larangan dan sanksi, sebagai materi muatan Perdasus yang belum maksimal. Hubungan pengakuan hukum peradilan adat dalam UU Otsus Papua 2021 secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Walaupun masih terasa bahwa peradilan negara mengabaikan peradilan adat, tetapi peradilan adat telah eksis sebelum lahirnya negara ini sehingga dalam praktik peradilan negara terutama peradilan umum dalam perkara-perkara tertentu harus bekerjasama dalam penegakkannya dengan peradilan adat. Sebaliknya, dalam peradilan adat tidak berdiri sendiri, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, peradilan adat memberi konstribusi terhadap peradilan umum atau aparat penegak hukum dari peradilan negara jika diperlukan dalam peradilan adat. Dengan demikian, meskipun peradilan adat tidak diakui eksplisit secara hukum oleh beberapa peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktik biasanya terjadi kerjasama atau saling memberi kontribusi dalam penegakkan dan kesadaran hukum untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Papua yang multikultural.
Pengakuan, perlindungan dan pengatuan Paradilan Adat Papua dilihat secara kualitatif didalam UU Otsus Papua sebagai hak dasar orang Papua, antara lain tertulis dalam Bab XI Pasal 43 UU Otsus Papua tentang “Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat” termasuk hak ulayat. Secara khusus Bab XIV dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 UU Otsus Papua 2001 tentang ”Kekuasaan Peradilan”.
Pasal 50:
“(1) Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
(2) Disamping Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat didalam masyarakat hukum adat tertentu.”
Pasal 51:
“(1) Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(2) Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(3) Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
(4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang bersangkutan.
(5) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau kurungan.
(6) Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.
(7) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang bersangkutan.”

Prinsip hukum secara eksplisit ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) mengatur tentang pengakuan negara terhadap keberadaan Peradilan Adat Papua. Dalam Pasal 51 pada intinya mengatur tentang pengertian peradilan adat, sasaran (adressat); wewenangnya; susunan pengadilan adat; kerjasama dengan peradilan umum. Kedudukan peradilan adat malah diatur dalam penjelasan Pasal 51 ayat (2) yang menegaskan: “Pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat”. Mekanisme penyelesaian perkara atau hukum acaranya juga diuraikan pada penjelasan. Semua materi ini harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Pasal 52 ayat (2) “Pengangkatan Kepala Kejaksaan dilakukan oleh
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur”.
Prinsip hukum pelaksanaan desentralisasi dalam bentuk “kewenangan” melalui UU Otsus Papua 2001 dibidang eksekutif juga memberikan landasan yang kuat bagi pemberlakuan Peradilan Adat, sebatas khususnya pelaksanaan peradilan adat dikalangan Masyarakat Hukum Adat Papua pada umumnya dan terlebih khusus di Kabupaten Fakfak tidak termasuk masyarakat hukum adat non-Papua (masyarakat nusantara). Hal tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8). Akan tetapi praktek penyelenggaraan peradilan adat di kalangan Masyarakat Hukum Adat Papua dalam hal ini di Kabupaten Fakfak sudah berlangsung lama sebelum adanya ketentuan dalam Pasal 51. Peradilan adat di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat berfungsi menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran adat (delik adat) maupun sengketa adat (non litigasi) dengan sanksi atau denda adat (ganti rugi) yang terjadi di dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat Papua di Kabupaten Fakfak.
Konstruksi peradilan adat dalam UU Otsus Papua adalah bersifat kompetensi internal, maka tiap masyarakat hukum adat berwenang menyelenggarakan peradilan adat di dalam lingkungan masyarakat hukum adatnya sendiri. Misalnya, mengadili pelanggaran ada (perkara pidana adat) atau perkara perdata adat yang pelaku dan korbannya atau tergugat dan penggugat adalah berasal dari warga atau bukan warga dalam teritorial masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Perubahan UU Otsus dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 dengan PP Nomor 106 tentang “Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua”; dan PP Nomor 107 tentang “Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Ranggka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua”, dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 Provisi Papua tentang “Peradilan Adat Di Papua” masih sebatas pengakuan perlindungan normatif saja tanpa implementasinya pada Masyarakat Hukum Adat Papua di Kabupaten Fakfak. Pengakuan Peradilan Adat dalam prinsip hukum sebagai pranata hukum adat secara holistik merupakan salah satu komponen kedaulatan masyarakat hukum adat Papua yang mememiliki kebhinnekaan suku bangsa dengan latar belakang etnografinya masing-masing, dan hukum adat sebagai hukum hidup (the living law). Secara normatif maupun empiris sebagai modal sosial dan politik hukum guna mendukung pembinaan pembangunan hukum nasional. Maka dalam rangka pengembangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di bidang peradilan adat (yudikatif adat) tumbuh dan hidup berdampingan dan berinteraksi dengan sistem hukum negara, politik hukum dan peradilan negara secara berjenjang dengan asas desentralisasi. Secara normatif, dikhususkannya langkah-langkah kebijakan strategis khusus pemerintah Papua merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, penghormatan dan keberpihakan terhadap hak-hak dasar yang hidup (the living law) dalam Masyarakat Hukum Adat Papua di Kabupaten Fakfak.
Dalam konteks peradilan adat di Kabupaten Fakfak, kewenangan ini mencakup hak masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa di lingkungan mereka dengan menggunakan hukum adat yang sudah ada, yang didasarkan pada kearifan lokal dan norma yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang tertuang dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, kewenangan tersebut secara eksplisit diberikan kepada masyarakat adat di Papua untuk melaksanakan peradilan adat. Pengaturan ini menegaskan kewenangan yang diberikan kepada lembaga adat di Kabupaten Fakfak dalam menjalankan fungsi peradilan mereka, yang melibatkan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa.
Dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat bisa dibedakan menjadi kewenangan atribusi, di mana lembaga adat mendapatkan hak untuk memutuskan sengketa di dalam masyarakat adat mereka berdasarkan peraturan yang diberikan oleh negara. Kewenangan ini bersifat tetap, sepanjang peraturan yang berlaku memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk melaksanakan peranannya.
Pada konteks di Kabupaten Fakfak, pengakuan terhadap peradilan adat sudah diberikan dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mengakui dan memberikan kewenangan terhadap peradilan adat di wilayah Papua. Dengan adanya pengakuan ini, peradilan adat di Kabupaten Fakfak dianggap sah dan memiliki legitimasi dalam masyarakat hukum adat, meskipun dalam praktiknya, keberadaan peradilan adat masih sering dipandang sebagai peradilan informal yang berjalan paralel dengan peradilan formal negara.
Selain itu, pengakuan terhadap peradilan adat di Kabupaten Fakfak menunjukkan bentuk pengakuan de jure dan de facto oleh negara terhadap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di kalangan masyarakat adat. Dalam hal ini, negara mengakui keberadaan hukum adat, tetapi pengakuan tersebut lebih bersifat terbatas dan perluasan pengakuan ini memerlukan regulasi lebih lanjut.
Kemudian Dalam konteks peradilan adat di Kabupaten Fakfak, hukum adat yang hidup berfungsi sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, di mana norma-norma adat dan tradisi menjadi landasan utama dalam memutuskan suatu perkara. Hukum adat di Fakfak tidak hanya berbicara mengenai peraturan yang tertulis, tetapi lebih kepada norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Dalam peradilan adat ini, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial, sehingga proses peradilan lebih bersifat restoratif dan mengarah pada perdamaian antar pihak yang bersengketa.
Peradilan adat di Kabupaten Fakfak, meskipun belum sepenuhnya diakui dalam sistem hukum formal, memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat adat karena dianggap lebih dekat dengan nilai-nilai budaya dan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dalam komunitas mereka. Dalam hal ini, teori living law menegaskan bahwa hukum adat di Fakfak berfungsi secara efektif karena ia hidup dalam interaksi sosial yang terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peradilan adat di Kabupaten Fakfak diakui dalam bentuk hukum adat yang berkembang di kalangan masyarakat, pengakuan formal terhadap peradilan adat masih terbatas. Meskipun UUD 1945 dan undang-undang lainnya memberikan dasar hukum bagi keberadaan hukum adat dan peradilan adat, pelaksanaannya masih terhambat oleh kekurangan regulasi yang mengatur secara rinci tentang bagaimana peradilan adat seharusnya beroperasi dalam sistem hukum Indonesia.
Pemerintah telah berusaha mengintegrasikan peradilan adat ke dalam sistem peradilan negara, namun pada kenyataannya, peradilan adat tetap berjalan secara paralel dengan peradilan formal negara, dan dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih menggunakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya akses ke peradilan negara, keberadaan norma dan prosedur yang lebih sederhana dalam peradilan adat, serta rasa keadilan yang lebih diterima oleh masyarakat adat.
Pengakuan terhadap peradilan adat dalam konteks Kabupaten Fakfak diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Meskipun demikian, pengakuan tersebut masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah atau regulasi nasional yang lebih jelas agar peradilan adat dapat beroperasi dengan penuh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia.
Kebijakan eksistensi peradilan adat di Kabupaten Fakfak menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan sistem hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum Indonesia. Meskipun peradilan adat memiliki kedudukan yang kuat dalam masyarakat adat, integrasi dan pengakuan lebih lanjut dari sistem hukum negara masih diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini, teori kewenangan, teori pengakuan, dan teori living law memberikan dasar teoretis yang kuat untuk menganalisis keberadaan dan fungsi peradilan adat dalam konteks Kabupaten Fakfak, namun tantangan tetap ada dalam hal penerapan hukum adat dalam kerangka hukum positif Indonesia.


4. Simpulan 
Peradilan Adat dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat. Eksistensinya diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, hingga Peraturan Daerah Khusus Papua, serta diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui hukum adat sebagai sumber hukum. Meskipun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya memperkuat Peradilan Adat secara nasional dan masih bersifat parsial pada komunitas adat tertentu. Otonomi Khusus Papua memiliki cakupan yang luas dan berlaku bagi seluruh provinsi di wilayah Tanah Papua, termasuk Papua Barat dan daerah hasil pemekaran lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. 
Kebijakan ini memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan dan pengembangan kelembagaan hukum adat. Dalam praktiknya, peradilan adat masih berjalan secara paralel dengan peradilan negara. Keterbatasan akses terhadap peradilan formal, prosedur yang sederhana, serta rasa keadilan yang lebih sesuai dengan nilai lokal menjadikan peradilan adat tetap menjadi pilihan utama masyarakat adat. Di Kabupaten Fakfak, eksistensi Peradilan Adat mencerminkan pluralisme hukum, namun tetap memerlukan integrasi dan penguatan dalam sistem hukum nasional guna menjamin kepastian hukum. Pendekatan teori kewenangan, teori pengakuan, dan living law menjadi landasan analitis penting dalam menata Peradilan Adat dalam kerangka hukum positif Indonesia.
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